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ABSTRAK 

Dalam tatanan kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang 

membutuhkan keberadaan orang lain. Manusia dewasa ini memerlukan orang lain 

untuk kelangsungan kehidupan demi tercapainya kedamaian, ketentraman dan 

kesejahteraan. Melalui perkawinan manusia dapat membentuk keluarga, 

masyarakat bahkan bangsa. Dalam konsep Hukum Nasional Indonesia, masalah 

perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat yang beragama 

Islam. Indonesia sebagai negara majemuk dan heterogen yang mengakui  

keberadaan beberapa agama, suku, ras dan budaya serta bangsa yang pluralistik, 

tentunya dengan pluralistik masyarakat tersebut pergaulatan masyarakat tidak dapat 

dihindari, yang memungkinkan terjadinya rasa suka yang berakibat pada 

pernikahan. Sebagaimana yang ditemukan dalam Penetapan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk. Hakim dalam penetapan tersebut 

mengabulkan permohonan Para Pemohon dan mengizinkan Pemohon I AG (Islam) 

dan Pemohon II NYDPS (Katolik) untuk mencatatkan pernikahan beda agama di 

Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Yogyakarta. Pertanyaan penting 

adalah apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri 

Yogyakarta dalam menetapkan perkara No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk tentang 

Perizinan Pernikahan Beda Agama dan bagaimana perspektif Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak dalam menyikapi pernikahan beda agama dan 

implikasinya terhadap anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta 

Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Search) dengan 

Pendekatan Yuridis Normatif, dan teori Maqashid Syariah. Selanjutnya metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, yaitu melakukan 

Riset kepada Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum utama yang menjadi 

pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara tersebut adalah Yurisprudensi 

Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, Pasal 5 dan 7 UU No. 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 34 dan 35 UU N. 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. Penetapan Hakim dalam mengabulkan perkara 

tersebut, yaitu mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap anak. Anak yang 

lahir dari pernikahan beda agama Para Pemohon berhak atas suatu pengakuan 

hukum akan keberadaannya, demi terwujudnya suatu pemeliharaan keturunan 

(Hifzh al-Nashl). Sedangkan dari tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, penetapan hakim tersebut tampak bertentangan karena tidak 

sesuai dengan syarat sah pernikahan, yaitu tidak sesuai dengan hukum agama dan 

kepercayaannya. Sehingga  pemeliharaan agama (Hifzh al-Din) dan pemeliharaan 

harta (Hifzh al-Mal) tidak akan terwujud dan jauh dari mafsadat. 

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Penetapan Pengadilan, Maqashid 

Syariah, Hak Asasi Manusia. 
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ABSTRACT 

In the order of life, humans are social beings who need the existence of 

other people. Humans today need other people for the survival of life in order to 

achieve peace, tranquility and prosperity. Through marriage humans can form 

families, communities and even nations. In the concept of Indonesian National Law, 

marriage matters are regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and 

in the Compilation of Islamic Law (KHI) for Muslims. Indonesia as a pluralistic 

and heterogeneous country that recognizes the existence of several religions, 

ethnicities, races and cultures as well as a pluralistic nation, of course, with a 

pluralistic society, social associations cannot be avoided, which allows for feelings 

of liking which result in marriage. As found in the Decree of the Yogyakarta District 

Court No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk. The judge in this decision granted the petition 

of the Petitioners and allowed Petitioner I AG (Islam) and Petitioner II NYDPS 

(Catholic) to register interfaith marriages at the Population and Civil Registration 

Office of the City of Yogyakarta. An important question is what is the basis and 

consideration of the Yogyakarta District Court Judge in determining case No. 

378/Pdt.P/2022/PN Yyk regarding Licensing for Interfaith Marriage and how is the 

perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 23 

of 2002 concerning Child Protection in addressing interfaith marriage and its 

implications for children in Court Decisions Yogyakarta State Number 

378/Pdt.P/2022/PN Yyk. 

This research is a field research (Field Search) with a Normative Juridical 

Approach, and Maqashid Sharia theory. Furthermore, the data collection method 

used is the interview method, namely conducting research on Yogyakarta District 

Court Judges. 

The results of this study indicate that the main legal basis that is considered 

by the Judge in deciding the case is the Supreme Court Jurisprudence No. 1400 

K/Pdt/1986, Articles 5 and 7 of Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, 

and Articles 34 and 35 of Law N. 23 of 2006 concerning Population Administration. 

The judge's determination in granting the case, namely considering the legal 

protection of children. Children born from interfaith marriages of the Petitioners 

are entitled to a legal acknowledgment of their existence, for the sake of realizing a 

maintenance of offspring (Hifzh al-Nashl). Meanwhile, from a review of Law 

Number 1 of 1974 Concerning Marriage, the judge's decision appears to be 

contradictory because it is not in accordance with the requirements for a valid 

marriage, that is, it is not in accordance with religious laws and beliefs. So that 

maintenance of religion (Hifzh al-Din) and maintenance of property (Hifzh al-Mal) 

will not materialize and are far from mafsadat. 

Keywords: Interfaith Marriage, Court Determination, Maqashid Sharia, 

Human Rights. 
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MOTTO 

 لِمَنْ يتَكََاسَل   ىامَة  الْع قْبَ دَ غَافلًِا فَنَ اجِْهَدْ وَلََ تكَْسَلْ وَلََ تكَ  

“Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah, 

karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam tatanan kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang 

membutuhkan keberadaan orang lain. Manusia dewasa ini memerlukan orang 

lain untuk kelangsungan kehidupan demi tercapainya kedamaian, ketentraman 

dan kesejahteraan. Melalui perkawinan manusia dapat membentuk keluarga, 

masyarakat atau bahkan bangsa.1 Oleh karena itu, perkawinan menempati 

peranan atau posisi penting dalam proses kelangsungan manusia. Perkawinan 

merupakan hubungan antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang setara 

dalam aspek sama hidup, sama manusia, sama dewasa, dan sama-sama saling 

mencintai serta berbeda aspek keluarga, keturunan dan latar belakang sosial 

dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah 

warahmah.2 

Dalam konsep Hukum Nasional Indonesia, masalah perkawinan 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat yang beragama Islam. Pada Pasal 1 

Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir 

dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

                                                           
1 Syamsul Bahri, “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia 

Islam Dan Implementasinya Di Indonesia”, Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 23:1 (Juni 

2022), hlm. 102. 
2 Ibid,. 
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Ketuhanan Yang Maha Esa.3 Dalam KHI Pasal 2 juga disebutkan bahwa 

perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

ku’at atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.4 

Indonesia sebagai negara majemuk dan heterogen yang mengakui  

keberadaan beberapa agama, suku, ras dan budaya serta bangsa yang 

pluralistik, tentunya dengan bangsa yang pluralistik tersebut pergaulatan 

masyarakat tidak dapat dihindari. Pertemuan dan interaksi yang kerap selalu 

terjadi antara dua orang, laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan 

memungkinkan terjadinya rasa suka yang berakibat pada pernikahan, yang 

dikenal dengan istilah pernikahan beda agama.5 

Pernikahan beda agama merupakan suatu hubungan antara dua insan 

laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, yang menyebabkan adanya 

keterikatan lahir dan bathin, serta keterikatan dua aturan hukum agama yang 

berbeda dalam kaitannya dengan syarat dan upacara pernikahan sesuai agama 

masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.6 

Pengaturan pernikahan beda agama secara tegas dan jelas belum 

diatur dalam ketentuan hukum Nasional Indonesia. Sebelumnya masalah 

pernikahan beda agama diatur dalam Regeling op de Gemengende Huwelijken 

                                                           
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal. 1. 
4 Kementerian Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam”, 2018, hlm. 5 
5 Patrick Humbertus, “Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan”, Law And Justice, Vol. 4:2 (2019), hlm. 102. 
6 M. Taufik Hidayat dkk, “Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia Tentang Pernikahan 

Beda Agama”, Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar, Vol. 3:1 (Februari 2023), hlm. 17. 
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(GHR) sebagai peraturan buatan Belanda dalam bentuk Penetapan Raja Nomor 

158 pada tanggal 29 Desember 1896. GHR inilah yang sebelumnya mengatur 

masalah pernikahan antara dua orang yang berbeda daerah asal dan agama.7 

Dalam GHR juga disebutkan bahwa pernikahan lintas agama dapat dilakukan 

tanpa terhalang oleh perbedaan agama, asal, dan bangsa.8 Dengan demikian, 

perbedaan agama jika dikaitkan dengan GHR, maka tidak menjadi halangan 

bagi dua orang yang berbeda agama untuk melakukan pernikahan. 

Dalam hukum Nasional Indonesia saat ini, Pada Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan dinyatakan 

sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.9 Sehingga 

perkawinan yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan yang berlandaskan 

hukum agama, perkawinan yang tidak berlandaskan atau bertentangan dengan 

hukum agama dianggap tidak sah, karena tujuan dari pernikahan tidak hanya 

makna lahiriah penyatuan dua insan saja, tetapi juga pertalian ikatan batin 

antara suami istri, dan faktor agama menjadi salah satu pondasi dalam keutuhan 

keluarga dan rumah tangga.10 

Dalam Hukum Islam pernikahan beda agama merupakan suatu 

perkara yang dilarang oleh agama, yaitu larangan bagi seorang laki-laki 

                                                           
7 Odelia Christy Putri Tjandra dan Kevin Kusumaatmaja Hasugian, “Perkawinan Lintas 

Iman Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", Res Nullius Law Journal, Vol. 

5:1 (Januari 2023), hlm. 37. 
8 Ibid,. 
9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal. 2 ayat (1). 
10 Andri Rifai Togatorop, “Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologi Tentang 

Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen Dan Islam”, Journal Of Religious 

And Socio-Cultural, Vol. 4:1 (2023), hlm. 32. 
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Muslim untuk menikahi perempuan Musyrik/Non Muslim dan larangan 

menikahkan perempuan Muslimah dengan laki-laki Musyrik, kecuali kalau 

mereka telah beriman. Sebagaimana telah termaktub dalam Surah Al-Baqarah 

ayat 22111: 

شْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبتَكْ مْ وَلََ ت   ؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ م  شْرِكَاتِ حَتَّى ي ؤْمِنَّ وَلََمََةٌ م  وا الْم  شْرِكِينَ }وَلََ تنَْكِح  وا الْم  نْكِح 

شْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَ مْ أ ولئَكَِ يَدْع ونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّه  يَدْع و إِلَى الْجَ  حَتَّى ي ؤْمِن وا ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ م   نَّةِ وَلعَبَْدٌ م 

ونَ ) مْ يتَذَكََّر   ({222وَالْمَغْفِرَةِ بِإذِنِْهِ وَي بيَ ِن  آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لعََلَّه 

Larangan pernikahan beda agama dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 

sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Larangan pernikahan beda 

agama terdapat pada Pasal 40 dan 44 KHI sebagai ketentuan yang mengatur 

larangan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang beragama Islam untuk 

menikahi laki-laki dan perempuan yang tidak beragama Islam. 

Larangan pernikahan beda agama juga dikuatkan dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XX/2022. Menurut MK dalam 

menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap 

pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-

mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain.12 Pernikahan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, 

tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan 

tentang keabsahan pernikahan, sedangkan Undang-Undang menetapakan 

                                                           
11 Al-Baqarah (2): 221. 
12 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 24/PUU-XX/2022, diambil dari 

www.mkri.id. Pada tangga 07 Februari 2023, hlm. 623. 

http://www.mkri.id/
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keabsahan administrasi.13 Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pernikahan dapat dinyatakan sah apabila tidak bertentangan dengan ketentuan 

hukum agama. 

Namun demikian, dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri 

Yogyakarta, yakni perizinan pencacatan pernikahan beda agama antara AP 

(Islam) dan NYDPS (Katholik) yang telah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 03 September 2022. Atas pernikahan tersebut mereka dikaruniai 

seorang anak perempuan (Okviana Babyla Putri) yang lahir pada tanggal 17 

Oktober 2022 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Bahwa untuk 

mendapatkan pengakuan hukum perkawinan dan pembuatan akta kelahiran 

anak, maka para pemohon pada bulan November 2022 melakukan konsultasi 

terkait penerbitan akta nikah di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil 

Kota Yogyakarta melalui hotline yang tersedia, namun permohonan tersebut 

ditolak. Dari hal tersebut para pemohon mengajukan legalitas ke Pengadilan 

Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Desember 2022. Dalam hal ini Penetapan 

Hakim, mengabulkan dengan landasan penetapan Pasal 5 dan 27 UU No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan tujuan dan alasan para 

pemohon. 

Penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan Para Pemohon 

tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, yang mana 

Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan harus sesuai 

                                                           
13 Ibid, hlm. 625. 
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dengan ketentuan agama dan kepercayaan. Undang-Undang Perkawinan 

tersebut sejalan dengan tujuan syariah atau dikenal dengan istilah Maqashid 

Syariah, tujuan syariah yaitu mewujudkan manfaat dan menghilangkan 

kemudharatan dalam kehidupan manusia. Pernikahan beda agama jelas 

menimbulkan mudharat dan bertentangan dengan tujuan syariat, yaitu 

memelihara agama (Hifzh al-Din) dan memelihara harta (Hifzh al-Mal). 

Dalam unsur memelihara agama (Hifzh Al-Din). Memelihara agama 

merupakan tujuan utama hukum Islam, karena agama adalah pedoman hidup 

setiap manusia. Seseorang yang tidak bisa menjaga agamanya seperti orang 

yang tidak memiliki pedoman dalam hidupnya.14 Sehingga dalam pernikahan 

beda agama tujuan syariah memelihara agama tidak akan tercapai. 

Dalam unsur memelihara harta (Hifzh Al-Mal), pernikahan beda 

agama apabila dilakukan maka akan berdampak pada terputusnya hak saling 

mewarisi antara suami dan istri. Selain itu, pernikahan beda agama juga 

berdampak pada keturunan, karena hak waris anak akan hilang karena sebab 

perbedaan agama.15 

Namun, anak yang lahir akibat pernikahan beda agama yang 

dilakukan oleh Para Pemohon berhak atas suatu perlindungan hukum. 

Sehingga permohonan Para Pemohon dinilai harus dikabulkan, untuk 

melindungi hak-hak anak dari Para Pemohon. Sesuai ketentuan Undang-

                                                           
14 Mega Rani Tiara S, “Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al-Maqasid As-

Syaria’ah)”, Al’ Adl, Vol. 8:1 (Januari-April 2016), hlm. 93. 
15 Ibid, hlm. 58. 
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Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 5 

disebutkan bahwa: 16 

“Setiap anak berhak atas suatu nama dan sebagai identitas diri dan 

status kewarganegaraan”. 

Dalam Pasal 7 ayat (1),17 juga disebutkan bahwa: 

“Setiap anak berhak untuk mengetauhi orang tuanya, dibesarkan, 

dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. 

Penetapan Hakim dalam mengabulkan permohonan Para Pemohon 

dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap anak dengan landasan 

ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, sejatinya juga sesuai dengan ketentuan Maqashid Syariah, 

yaitu memelihara keturunan. Apabila pernikahan beda agama tidak disahkan 

dan dibuatkan akta pencacatan nikahnya, maka anak tersebut tidak akan 

mendapatkan perlindungan hukum berupa pengakuan akan keberadaannya. 

Sedangkan dalam unsur memelihara keturunan (Hifzh Al-Nasl) disebutkan 

bahwa tujuan pernikahan adalah melahirkan keturunan. Oleh karena itu, untuk 

menjamin perlindungan dan pengakuan hukum terhadap hak anak hasil 

pernikahan beda agama, maka penetapan hakim dalam mengabulkan 

permohonan Para Pemohon dinilai sudah sesuai. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti perkara 

tersebut dengan pendekatan Maqashid Syariah yang dianalisis dengan Undang-

                                                           
16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 5. 
17 Pasal 7 ayat (1). 
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Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, termuat dalam 

skripsi yang judul Penikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Anak 

Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis 

Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 

378/Pdt.P/2022/PN Yyk). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri 

Yogyakarta dalam menetapkan perkara No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk 

tentang Perizinan Pernikahan Beda Agama? 

2. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dalam menyikapi pernikahan beda agama dan 

implikasinya terhadap anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain: 
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a. Untuk mengetauhi dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri 

Yogyakarta dalam menetapkan perkara No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk 

tentang Perizinan Pernikahan Beda Agama. 

b. Untuk mengetauhi perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak dalam menyikapi pernikahan beda agama 

dan implikasinya terhadap anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk. 

2. Manfaat 

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain: 

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memberikan manfaat serta sumbangsih dalam pemikiran hukum Islam 

khususnya terkait problematika pernikahan beda agama. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, 

pertimbangan hukum serta menimalisir praktek pernikahan beda 

agama di masyarakat, dan memberikan pandangan Undang-Undang 

Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dianalisis 

dengan Maqashid Syariah kepada masyarakat tentang pernikahan 

beda agama. 

 

D. Telaah Pustaka 

Permasalahan pernikahan beda agama dan implikasi terhadap anak 

sudah banyak diteliti dengan perspektif yang berbeda-beda. Peneliti 
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menemukan beberapa skripsi, jurnal dan karya tulis lain yang merangkum dan 

berkaitan dengan pembahasan terkait pernikahan beda agama antara lain: 

Skripsi yang ditulis oleh Sheika Azzahra, judul “Pelaksanaan 

Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri 

Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)”.18 Skripsi ini menjelaskan 

menurut Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan tidak sah dan tidak boleh 

dilakukan serta pendapat beberapa agama yang tidak membolehkan pernikahan 

beda agama, sehingga melakukan pernikahan beda agama sama saja dengan 

melanggar peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam. 

Skripsi yang ditulis oleh Muftihatu Rahmah, judul “Perkawinan Beda 

Agama Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P2018/PN Skt)”.19 Skripsi ini 

menjelaskan bahwa dalam perspektif Hukum Progresif, Hukum dibuat untuk 

manusia, dengan demikian status quo dalam berhukum harus ditolak. Sehingga 

Hakim menggunakan Hukum progresif karena kekosongan hukum karena 

Pasal 2 UU Perkawinan belum mengatur perkawinan beda agama. Sedangkan 

dalam perspektif Maqashid Syariah putusan Hakim yang mengabulkan 

pernikahan beda agama bertentangan dengan tujuan Memelihara Agama (Hifzh 

                                                           
18 Sheika Azzahra, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan 

Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)”, Skripsi Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta (2020), hlm. 1. 
19 Muftihatu Rahmah, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Progresif Dan 

Maqashid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.454/Pdt.P2018/PN Skt,” Skripsi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm. 1. 
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Al-Din), Memelihara Keturunan (Hifzh Al-Nash), dan Memelihara Harta (Hifzh 

Al-Mal) karena banyak menimbulkan mudharat. 

Skripsi yang ditulis Siti Rofiqotul Hidayah, judul “Perkawinan Beda 

Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan”20. Skripsi ini menjelaskan bahwa pernikahan beda agama 

tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

sehingga terjadi kekosongan hukum dan diserahkan menurut ketentuan agama. 

Sedangkan perkawinan beda agama dilaksanakan dan dilakukan pencacatan 

pernikahan melalui penetapan pengadilan sebagai jalan khusus dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 

Skripsi yang ditulis oleh Tengku Sonya, judul :”Perlindungan Hukum 

Terhadap Kebebasan Anak Memilih Agama Akibat Perkawinan Orang Tua 

Yang Berbeda Agama”.21 Skripsi ini menjelaskan anak yang lahir dari 

perkawinan beda agama hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan 

keluarga ibunya, hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

Perkawinan. Sehingga anak yang lahir dari pernikahan beda agama harus 

mengikuti agama yang dianut oleh ibu dan keluarga ibunya, namun ketika anak 

                                                           
20 Siti Rofiqotul Hidayah, “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan,” Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

(2022), hlm. 1. 
21 Tengku Sonya, ”Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Anak Memilih Agama 

Akibat Perkawinan Orang Tua Yang Berbeda Agama,” Skripsi Universitas Muhammadiyah 

Sumatera utara (2022), hlm. 1. 



12 
 

 
 

sudah baliq maka boleh menentukan apakah ia mengikuti agama bapaknya atau 

ibunya. 

Tesis yang ditulis oleh Aldil Nuari, judul “Nikah Beda Agama Dalam 

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi”.22 Tesis ini menjelaskan bahwa menurut 

pandangan Yusuf Al-Qardhawi, Nikah beda agama boleh dilakukan dengan 

wanita Ahl Kitab (Yahudi dan Nasrani), dengan harapan manfaat besar yang 

akan dicapai akibat pernikahan beda agama, yakni motivasi bagi istri untuk 

masuk Islam, memperkecil jurang pemisah antara komunitas Muslim dan Ahl 

al-Kitab, memperluas lingkup toleransi dan tasamuh antara ketiga pemeluk 

agama samawi, dan menyokong adanya interaksi positif antara komunitas 

Muslim dan Ahl al-Kitab. 

Artikel yang ditulis oleh Mohd. Yusuf DM dan Geofani Milthree 

Saragih, judul “Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif 

Hak Asasi Manusia”. Artikel ini menjelaskan bahwa penerapan hak asasi 

manusia yang ada di Indonesia tidaklah sekuler yang dapat memisahkan antara 

agama dan negara. Pernikahan beda agama dengan mengatasnamakan hak 

asasi manusia merupakan suatu perkara yang bertentangan dengan sila pertama 

Pancasila, bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 2 Ayat (1) UU 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.23 

                                                           
22 Aldil Nuari, “Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi,” Tesis 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2020), hlm. 1. 
23 Mohd. Yusuf DM dan Geofani Milthree Saragih, “Larangan Pernikahan Beda Agama 

Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” Delarev, Vol. 1:3 (Desember 2022), hlm. 233. 
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Artikel yang ditulis oleh Lukman Hakim dan Muhamad Risqil Azizi, 

judul “Hifzh Al-Din Sebagai Konsideran Hukum Perkawinan Beda Agama 

Dalam Perspektif Fiqh Al-Maqashid”. Artikel ini menjelaskan konsideran 

maslahat dan mafsadat yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum 

pernikahan beda agama adalah menjaga agama (Hifzh Al-Din), pernikahan 

beda agama yang dilakukan laki-laki muslim dianggap tidak bertentangan 

karena untuk menunjukkan kemulian Islam dalam hal toleransi, namun 

pernikahan dengan laki-laki non muslim dinilai bertentangan dengan ketentuan 

agama karena dikhawatirkan pasangan perempuan muslim dan anaknya 

berpindah ke agama selain Islam.24 

Tabel 1: Perbedaan Skripsi Terdahulu Dan Skripsi Sekarang 

No Skripsi Terdahulu Skripsi Sekarang 

1 Skripsi oleh Sheika Azzahra, judul 

“Pelaksanaan Perkawinan Beda 

Agama (Studi Terhadap Penetapan 

Pengadilan Negeri Makassar 

Nomor:622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)”. 

Skripsi terdahulu menganalisis 

korelasi antara Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 dengan penetapan 

Hakim Pengadilan Negeri Makasar 

terkait perizinan pernikahan beda 

agama. 

Penelitian sekarang menganalisis 

pernikahan beda agama dalam 

penetapan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta dengan perspektif 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. 

2 Skripsi oleh Muftihatu Rahmah, 

judul “Perkawinan Beda Agama 

Perspektif Hukum Progresif Dan 

Maqashid Syariah (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Surakarta No. 

454/Pdt.P2018/PN Skt)”. Penelitian 

terdahulu membahas hubungan dan 

Penelitian sekarang selain terfokus 

pada korelasi Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dengan penetapan Pengadilan 

Negeri Yogyakarta terkait perizinan 

pernikahan beda agama, juga 

membahas mengenai implikasi 

                                                           
24 Lukman Hakim dan Muhamad Risqil Azizi, “Hifzh Al-Din Sebagai Konsideran Hukum 

Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fiqh Al-Maqashid,” Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga 

dan Hukum Islam, Vol. 2:1 (2023), hlm. 66. 
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keterkaitan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dengan penetapan Pengadilan 

Negeri Surakarta, yang dianalisis 

menggunakan perspektif Hukum 

Progresif dan Maqashid Syariah. 

terhadap anak hasil pernikahan beda 

agama yang dianalisis menggunakan 

pendekatan Maqashid Syariah 

kepada Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. 

3 Skripsi oleh Siti Rofiqotul Hidayah, 

judul “Perkawinan Beda Agama 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan”. Penelitian 

terdahulu berfokus pada pengaturan 

perkawinan beda agama dalam 

ketentuan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan. 

Penelitian sekarang berfokus pada 

pendekatan Maqashid Syariah dalam 

menyikapi korelasi Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dalam 

menyikapi pernikahan beda agama 

dan implikasinya terhadap anak 

dalam penetapan Hakim Pengadilan 

Negeri Yogyakarta.  

4 Skripsi oleh Tengku Sonya, judul 

”Perlindungan Hukum Terhadap 

Kebebasan Anak Memilih Agama 

Akibat Perkawinan Orang Tua Yang 

Berbeda Agama”. Penelitian 

terdahulu membahas perlindungan 

hukum terhadap anak hasil 

pernikahan beda agama dalam 

memilih agama. 

Penelitian sekarang berfokus pada 

pernikahan beda agama dalam 

penetapan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta, dan implikasi hukum 

terhadap anak hasil pernikahan beda 

agama. 

5 Tesis oleh Aldil Nuari, judul “Nikah 

Beda Agama Dalam Pandangan 

Yusuf Al-Qardhawi”. Penelitian 

terdahulu membahas pandangan 

tokoh (Yusuf Al-Qardhawi) terkait 

pernikahan beda agama. 

Penelitian sekarang membahas 

pernikahan beda agama dalam 

penetapan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta. 

6 Artikel Mohd. Yusuf DM dan 

Geofani Milthree Saragih, judul 

“Larangan Pernikahan Beda Agama 

Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi 

Manusia”. Skripsi terdahulu 

membahas pernikahan beda agama 

dalam tinjauan Hak Asasi Manusia 

yang dikorelasikan dengan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 

Skripsi sekarang membahas 

pernikahan beda agama dalam 

ketentuan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak 

dalam penetapan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta. 
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7 Artikel oleh Lukman Hakim dan 

Muhamad Risqil Azizi, judul “Hifzh 

Al-Din Sebagai Konsideran Hukum 

Perkawinan Beda Agama Dalam 

Perspektif Fiqh Al-Maqashid”. 

Penelitian terdahulu terfokus pada 

perspektif Hifzh Al-Din dalam 

Maqashid Syariah dalam menyikapi 

pernikahan beda agama. 

Penelitian sekarang berfokus pada 

pernikahan beda agama dan 

implikasinya terhadap anak yang 

dianalisis menggunakan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dengan objek 

utama penelitian yaitu penetapan 

Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

 

Dari beberapa penelitian yang membahas tentang Pernikahan Beda 

Agama, belum ada penelitian yang membahas, menganalisis dan 

mengkomparasikan objek tersebut dengan perspektif Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. Maka disini penulis akan memfokuskan 

penelitian ini dalam kajian komparasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak terhadap objek yang diteliti yaitu pernikahan beda agama 

dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 378/Pdt.P/2022/PN 

Yyk. 

 

E. Kerangka Teori 

Maqasid Syariah terbentuk dari dua kata, yaitu Maqasid dan Syariah. 

Secara bahasa kata مقاصد (maqasid) merupakan bentuk plural atau jamak dari 

kata مقصد (maqsad) yang berarti tujuan atau sesuatu yang dituju, menuju satu 

arah, jalan lurus, mudah dan dekat, adil dan tidak melampaui batas. Adapun 
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kata Syariah dalam bahasa arab digunakan untuk menunjukkan الد ين )agama( , 

 dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi Syariah (cara) منهاج ,(jalan) الطريقة

merupakan serangkaian perintah dan aturan yang bersumber dari ketentuan al-

Qur’an dan hadis yang ditetapkan oleh Allah SWT dan diajarkan oleh 

Rasulullah SAW. Maka dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syariah 

merupakan suatu maksud atau tujuan yang harus direalisasikan, terdapat di 

dalam syariat Islam/Hukum Islam dengan tujuan kemaslahatan bagi umat 

manusia.25 

Hukum Islam menjadikan kebutuhan, kepentingan dan kemaslahatan 

manusia sebagai tujuan utama yang harus terwujud dalam kehidupan. 

Kebutuhan manusia yang menjadi titik perhatian utama terbagi menjadi tiga 

yaitu: 

a. Kebutuhan pokok (Dharuriyah), yaitu kebutuhan yang secara mutlak 

diperlukan oleh setiap manusia untuk mewujudkan kemaslahatan dalam 

hidup atau kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi akan mengancam 

kehidupan manusia. 

b. Kebutuhan sekunder (Hajiyat), yaitu kebutuhan yang oleh setiap manusia 

dibutuhkan agar tidak mengalami kesulitan dalam kehidupan. Kebutuhan 

sekunder yang secara maksimal tidak terwujud tidak akan menghancurkan 

kehidupan manusia, namun dapat mendatangkan kesulitan bagi kehidupan 

manusia. 

                                                           
25 Henki Ferdiansyah, Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda, cet. ke-2 (Bekasi: Yayasan 

Pengkaji Hadits El-Bukhori, 2018), hlm. 31. 
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c. Kebutuhan pelengkap (Tahsiniyat), yaitu kebutuhan yang oleh setiap 

manusia ketika tidak terpenuhi, tidak akan menyebabkan kesulitan atau 

bahkan merusak kehiudpan manusia.26 

Menurut pendapat al-Syatibi dalam upaya penetapan hukum, semua 

ketentuan hukum mengacu kepada lima hal pokok, lima hal pokok tersebut 

dikenal dengan istilah al-Dharuriyat al-Khamsah (lima hal pokok yang harus 

dijaga), yaitu memelihara agama (Hifzh al-Din), memelihara jiwa (Hifzh al-

Nafs), memelihara akal (Hifzh al-Aql), memelihara keturunan (Hifzh al-Nasl), 

dan memelihara harta (Hifzh al-Mal).27 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga pokok untuk 

dijadikan pisau analisis dalam meneliti penetapan Hakim Pengadilan Negeri 

Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk yaitu perkara Dharuriyat 

memelihara agama (Hifzh al-Din), memelihara keturunan (Hifzh al-Nasl), dan 

memelihara harta (Hifzh al-Mal). 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian studi lapangan (Field Search), yaitu studi wawancara kepada 

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait penetapan Pengadilan Negeri 

                                                           
26 Izomiddin, Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2018), hlm. 81. 
27 Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqih dan Ushul Fiqih, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2018), hlm. 76. 
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Yogyakarta terhadap praktek pernikahan beda agama yang dilakukan oleh 

AP dan NYDPS. Serta mengumpulkan dan mendiskripsikan dasar dan 

pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

Deskriptif Analisis Komparatif, dengan memaparkan dan mendeskripsikan 

penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 

378/Pdt.P/2022/PN Yyk, kemudian menganalisis dan 

mengkomparatifkannya dengan pendekatan Maqashid Syariah pada 

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak terhadap penetapan tersebut. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah 

pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara 

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan 

perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan 

penelitian. Pendekatan penelitian ini mengacu kepada berbagai pertanyaan 

dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dalam kaitannya dengan penetapan Hakim Pengadilan 

Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (in-

depth) yaitu proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab 

langsung dan bertatap muka dengan Hakim Pengadilan Negeri 

Yogyakarta yang bertugas untuk menetapkan pada perkara Nomor: 

378/Pdt.P/2022/PN Yyk. Wawancara hanya dilakukan kepada 1 orang 

yaitu kepada Hakim yang bertugas dalam penetapan perkara tersebut. 

b. Studi Pustaka 

Data diperoleh dengan cara Studi Pustaka, yaitu mengambil rujukan 

peraturan perundang-undangan terkait dan data penelitian lain yang 

berupa buku-buku, teori hukum yaitu bahan atau pustaka yang berkaitan 

dengan masalah pernikahan beda agama. 

5. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yaitu metode berfikir induktif, dengan memperoleh data dari 

wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, kemudian 

menginterpretasikan, menganalisis serta menghubungkannya dengan teori 

yang digunakan yaitu Maqashid Syariah. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam proses penelitian secara terstruktur dan 

terarah, maka sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, sebagai 

berikut: 

Bab Pertama, Pendahuluan merupakan gambaran umum yang terdiri 

dari sub bab, yaitu latar belakang masalah membahas mengenai signifikan 

masalah, rumusan masalah membahas persoalan yang akan diteliti, tujuan dan 

manfaat penelitian membahas manfaat dari penelitian, telaah pustaka 

membahas hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan problem yang akan 

diteliti, kerangka teori menjelaskan konsep dan teori yang digunakan dalam 

penelitian, metode penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam 

penelitian, dan selanjutnya sistematika pembahasan untuk menjabarkan 

kerangka penelitian. 

Bab Kedua, memuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian 

skripsi ini, yaitu sub bab mengenai teori Maqashid Syariah yang mencakup 

beberapa poin penting terkait Maqashid Syariah. 

Bab Ketiga, berisi uraian mengenai pernikahan beda agama dan 

implikasinya terhadap anak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Juga uraian perkara yang termuat dalam penetapan Pengadilan 

Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk). 

Bab Keempat, berisi kajian Maqashid Syariah yang penulis analisis 

menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
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Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak terhadap penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 

378/Pdt.P/2022/PN Yyk). 

Bab Kelima, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas 

rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini beserta saran-saran yang 

ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan materi yang telah peneliti jabarkan terkait 

pernikahan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada 

perkara No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk, perspektif Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. Maka kesimpulan yang dapat dipetik sebagai 

berikut: 

1. Dasar pertimbangan utama yang digunakan oleh Hakim pada penetapan 

Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk adalah 

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, Pasal 5 dan 7 UU 

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 34 dan 35 UU 

N. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu Hakim 

juga mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap anak. Anak yang 

lahir dari pernikahan beda agama Para Pemohon berhak atas suatu nama 

sebagai identitas dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam 

bentuk akta kelahiran. Sehingga Hakim mengabulkan permohonan Para 

Pemohon dan mengizinkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan 

beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota 

Yogyakarta. 

2. Penetapan Hakim yang menetapkan perkara No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk 

berdasarkan Perlindungan Anak sebagai pertimbangan hukum, karena 
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hakim dalam pertimbangannya mengacu pada Pasal 5 dan 7 UU No. 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut peneliti demi melindungi 

hak-hak anak dari Para Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri 

Yogyakarta mengabulkan pernikahan beda agama tersebut, dengan alasan 

anak tersebut tidak akan mendapakan identitas, jika pernikahan beda 

agama tidak disahkan dan dibuatkan akta pencacatan nikahnya, apabila hal 

tersebut terjadi maka pemeliharaan keturunan (Hifzh al-Nash) tidak akan 

terwujud. Sedangakan penetapan Hakim yang menetapkan perkara No. 

378/Pdt.P/2022/PN Yyk ditinjau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. Penetapan hakim tersebut tampak bertentangan 

dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang mensyartkan bahwa 

perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan 

kepercayaannya, yang mana Undang-undang Perkawinan tersebut sejalan 

dengan pemeliharaan agama (Hifzh al-Din), dan pemeliharaan harta (Hifzh 

al-Mal), karena sejatinya pernikahan beda agama tersebut lebih banyak 

mengandung mudharat ketimbang mafsadat. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian diatas, adapun saran peneliti adalah: 

1. Kepada masyarakat dan pembaca, sepatutnya kita menjaga keutuhan dan 

nilai-nilai agama, khusunya agama Islam, yaitu dengan cara tidak keluar 

atau menyeleweng dari norma-norma agama, karena sejatinya aturan yang 

ditetepkan dalam Hukum Islam sesungguhnya untuk kemaslahatan bagi 

umat manusia. 
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2. Kepada Pemerintah. Seyogianya UU Perkawinan perlu untuk ditinjau 

kembali, khususnya Pasal 2 ayat 1, karena dengan kurang tegas dan 

jelasnya aturan UU menyebabkan terjadinya permasalahan di masyarakat, 

yaitu pernikahan beda agama yang tentu banyak mengandung mudharat. 

3. Dalam hal akademis, diharapkan adanya penelitian berikutnya yang 

membahas mengenai pernikahan beda agama, dengan menggunakan 

pendekatan yang berbeda. Sehingga dapat menambah wawasan dan 

keilmuan bagi pembaca dalam rangka menimalisir praktek pernikahan 

beda agama. 
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